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KEMENTERIAN PERHUBUNGAN. Keprotokolan.
Di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

NOMOR PM. 27 TAHUN 2012
TENTANG
KEPROTOKOLAN

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.
42 Tahun 2006 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan
Keprotokolan di lingkungan Departemen
Perhubungan sudah tidak sesuai dengan
perkembangan dan kebutuhan kegiatan Keprotokolan
sehingga perlu disempurnakan;

bahwa dalam upaya penyesuaian terhadap dinamika
yang tumbuh dan berkembang dalam
penyelenggaraan acara resmi Yyang menerapkan
norma-norma Keprotokolan, maka perlu menetapkan
pengaturan Keprotokolan secara menyeluruh di
lingkungan Kementerian Perhubungan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang
Keprotokolan di Lingkungan Kementerian
Perhubungan;
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Mengingat

Menetapkan

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang
Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu
Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5035);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang
Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5166);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang
Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata
Upacara, dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3432);

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 91 Tahun 2011;

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon
| Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun
2011;

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN.
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BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.

10.

11.

Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan
aturan dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi yang meliputi Tata
Tempat, Tata Upacara Dan Tata Penghormatan sebagai bentuk
penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau
kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat.

Protokol adalah pengaturan yang berisi norma-norma atau kebiasaan
yang dianut dan/atau diyakini dalam Acara Kenegaraan atau Acara
Resmi dan/atau seseorang yang melakukan kegiatan Keprotokolan.

Protokol Kementerian adalah pelaksana Keprotokolan pada unit
Sekretariat Jenderal dan sebagai koordinator Keprotokolan di
lingkungan Kementerian.

Acara Kenegaraan adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh
panitia negara secara terpusat, dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil
Presiden, serta Pejabat Negara dan undangan lain.

Acara Resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh
pemerintah atau lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan
fungsi tertentu dan dihadiri oleh Pejabat Negara dan/atau Pejabat
Pemerintahan serta undangan lain.

Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya
disebut Bendera Negara adalah Sang Merah Putih.

Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya
disebut Lambang Negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan
Bhinneka Tunggal Ika.

Lagu Kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
selanjutnya disebut Lagu Kebangsaan adalah Indonesia Raya.

Tata Tempat adalah pengaturan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat
Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi
internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu dalam Acara
Kenegaraan atau Acara Resmi.

Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam
Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.

Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian
hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara
asing dan/atau organisasi internasional, dan Tokoh Masyarakat
Tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.
20.
21.

22.

Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan pejabat negara secara tegas
ditentukan dalam Undang-Undang.

Pejabat Pemerintahan adalah pejabat yang menduduki jabatan
tertentu dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah.

Tamu Negara adalah pemimpin negara asing yang berkunjung secara
kenegaraan, resmi, kerja, atau pribadi ke negara Indonesia.

Tokoh Masyarakat Tertentu adalah tokoh masyarakat yang
berdasarkan kedudukan sosialnya mendapat pengaturan
Keprotokolan.

Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan
tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri
sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.

Jabatan Fungsional adalah suatu kedudukan yang menunjukkan
tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri
sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya
didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta
bersifat mandiri.

Menteri adalah Menteri Perhubungan.
Kementerian adalah Kementerian Perhubungan.
Pegawai adalah pegawai negeri sipil Kementerian Perhubungan.

Panji adalah bendera yang dibuat untuk menunjukkan kedudukan
dan kebesaran suatu jabatan atau organisasi.

Prasasti adalah dokumen tertulis yang dipahat di atas batu atau plat
untuk mengabadikan suatu kegiatan peresmian.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Penyelenggaraan Keprotokolan Kementerian dilaksanakan atas asas:

a.

kebangsaan, dimaksudkan bahwa Keprotokolan harus mencerminkan
sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik atau kebhinnekaan
dengan tetap menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;

etika dan moral, dimaksudkan bahwa penyelenggaran Keprotokolan
mewujudkan etika dan moral Pejabat Pemerintahan beserta
aparaturnya dan tokoh masyarakat sesuai hak Protokol yang
diberikan padanya dalam bernegara dan berbangsa dengan
mengutamakan kepentingan masyarakat umum;
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manfaat, dimaksudkan bahwa penyelenggaraan Keprotokolan
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan seluruh
unsur yang terlibat dalam pembangunan nasional dan masyarakat;

keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, dimaksudkan bahwa
Keprotokolan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan
keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan
kepentingan bangsa dan negara;

ketertiban dan kepastian hukum, dimaksudkan bahwa Keprotokolan
harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui
adanya kepastian hukum;

timbal balik, dimaksudkan penyelengaraan Keprotokolan mempunyai
hak timbal balik atau balas jasa terhadap Keprotokolan dari
kementerian, instansi dan/atau organisasi, serta negara lain.

Pasal 3

Pengaturan Keprotokolan Kementerian bertujuan untuk:

a.

(1)

(2)
(3)

memberikan penghormatan kepada Pejabat Negara, Pejabat
Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi
internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu dan/atau Tamu
Negara sesuai dengan kedudukan dalam negara, pemerintahan dan
masyarakat; dan

memberikan pedoman penyelenggaraan agar acara berjalan lancar,
aman, tertib, rapi, dan teratur serta khidmat sesuai ketentuan dan
kebiasaan yang berlaku baik secara nasional maupun internasional,
dan disertai kelengkapan dan perlengkapan yang memadai.

BAB Il1
PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN
Pasal 4

Dalam rangka pencapaian tujuan Keprotokolan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan pembinaan yang meliputi kegiatan
perencanaan, pelaksanaan, sosialisasi, pelatihan, monitoring, dan
evaluasi.

Pembinaan Keprotokolan Kementerian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh Biro Umum Sekretariat Jenderal.

Pembinaan Keprotokolan pada masing-masing unit organisasi di unit
kerja Kementerian dilakukan oleh Kepala Biro Umum, Sekretaris
Inspektorat Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris
Badan, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis.
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